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PERATURAN BUPAT] LEBONG
NOMORs7 TAHUN 202]

TUGAS DAN FUNGS] BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EsSa
BUPAT] LEBONG,

Menimbang :oa.

Pﬁmbentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu
dijabarkan mengenai peraturan pelaksaksanaannya.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan
peraturan Bupati Lebong tentang Tugas dan Fungsi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Lebong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4349);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang. = undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20{1
Nomor 82, Tambahan Lemba@ Negara Rer.:uubhk
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12
e 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Tahund - undangan (Lembaran Negara Republik
Perun a.:g Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
El::;::n Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

ya Muara Ama i kul
n Raya M Aman - Arga Makmur No. 1 Tubei Kabupaten Lebong Provinsl Bengkuly
Jala . upd .
No. Telp. (0738) 21003 Fax. (0738) 21003 Website : www lebongkab go.id
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4, Unda_ng
=~ Undan
Aparatyr Sipil 8 Nomor s Tahun 2014 tentang

Ne
Indcnesiﬂ Tﬂ]‘uln. Qg?rﬂ. (I-Jcmhn'l'nn Ncgnrﬂ RﬂDll])lfk
Negara Repyp; 4 Nomor g, Tambal

publik Indonesiq Nomor 5494) e

NE  Nomgr
Daerah
Tahun

5. Undang-Unag

Pemerintahap 23 Tahun 2014 tentang
(Lembaran Negara Republik

Indonesiq
2014 N
Lembaran omor 244,  Tambah
Negara Republik Indonesia Nomor 15?5-!;1';;

sebagaiman; .

dt‘“siu Uit:i':mtc.h‘h diubah beberapa  kali, terakhir

Perubahan !(efh ndang Nomor o Tahun 2015 tentang

Tahun 2014 tem].:l i Undang-Undang Nomor 23

Negara R Hang Pemerintahan Daerah (Lembaran
epublik Indonesis Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lemb
Nomor 9479); aran - Negara Republik [ndonesia

6. Ez;:ﬁ;:i Peg;e:r:}t‘ﬁh [tzmgr 18 Tahun 2016 tentang

Indonesia Tahu. 2m&m p?mn Negara Republik

€ omor 114, Tambahan

Lemba‘:a“ Negara Republik Indonesia Nomor 5888),

sebagaimana  telah diubah  dengan  Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan

atas  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produ.k
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
- 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1539);
alam Negeri Nomor 112 Tahun
it Kerja Pengadaan
pPembentukan Unit ]
v tentn.?;sga Di Lingkungan Pemerintah Daerffh
BaI'E'.ﬂg‘fr Jan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Provinsi

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

10. Peraturan Menteri D
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Menetapkan

11. Peraturan Me

12. Peraturan Menter;

Politik. ang Kesatuan Bangsa dan
13. Keputusan Mente
n Da) :
Nemor 10g . v Ta:uﬂ: Negeri Republik Indonesia

14. Peraturan Daerah Kabup,

Daerah (Lembaran Daer
2016 Nomor 10), sebag,
Peraturan Daerah Kahu

alh Kabupaten Lebong Tahun
Almana telah diubah dengan

2021 Nomor 1)

15. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah
Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor  36),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kabupaten Lebong Nomor 52 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kabupaten
Lebong Nomor 36 Tahun 2016 Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong
(Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor
52).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG TUGAS DAN
FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN LEBONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lebopg.

2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Lebong sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memm.lpn} pc}a.ksanaan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah otonom. -
i 1 ng.
3. Bupati adalah Bupati : .
4 Warl):il Bupati adalah Wakil Bupati Lebong.
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5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah  yang berkedudukan  sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Sekretaris  Daerah  adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Lebong.

7. Perangkat Daerah adalah unsyr pembantu Bupati dan
DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden
yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian
Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah
untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
mensejahterakan masyarakat,

9. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD
adalah  Organisasi  Kerja Perangkat daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

10. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lebong yang selanjutnya disingkat Badan
Kesbangpol adalah Badan yang berkedudukan
sebagai unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan  bidang
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Lebong.

12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemenintah dengan perjanjian kerja yang bekerja
pada instansi pemerintah,

13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan
hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatuy
susunan organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

14, Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya
disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan  teknis
penunjang tertentu.

BAB Il
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS]
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Badan mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa
dan politik untuk membantu Bupati dalam
menyelenggarakan pemerintahan daerah.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

Badan Kesbangpol berada di bawah dan

bertanggung  jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala
Badan

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3
Susunan Organisasi Badan Kesbangpol terdiri atas:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat Badan membawahi :
1. Sub Bagian Program dan Anggaran;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan
Karakter Bangsa membawahi;
1.Sub Bidang ldeologi dan Wawasan Kebangsaan;
2. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
d. Bidang Politik Dalam Negeri membawahi:
1. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan
Demokrasi;
2. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,

Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

membawahi :

1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Agama;

2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Pe
Konflik membawahi :
1. Sub Bidang Kewaspadaan Dinj dan Kerjasamg
Intelijen
2, Sub Bidang Penanganan Konflik;
g. UPTD,; dan
h. Jabatan Fungsional.

nanganan

Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati inj

BAB 11
TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1
KEPALA BADAN

Pasal 4

Kepala Badan Kesbangpol bertugas membanty
Bupati dalam melaksanakan tugas d;j bidang
kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten_
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(2) Kepala Badan Kesbangpol
tugasnya sebagaimanag dima
menyelenggarakan fungsi;

a. perumusan kebij
bangsa dan po
sesuai dengan
undangan:

b. i}:;:el.ﬂ]ksn:nﬂnn kebijakan dj bidang pembinaan
kehidupan demokr:o*m T TS S
élconomi, st Zl. pemeliharaan l»:ctnh.nnﬂn
kerukunan anta - buslnm' i
" rsuku dan intra suku, umat
o e B0 s, e,
e pelaksm{aa:n lfrg-nnmam kcmns;.rarakatan.

ewaspadaan nasional dan
penanganan  konflik  sosial  dj wilayah
kabupaten/kota  sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan
ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,
penyelenggaraan politik  dalam negeri  dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan
kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik
sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan
kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri
dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan
ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,
pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku,
umat beragama, ras, dan golongan lainnya,
fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta
pelaksanaan kewa.spadaan. namr:-nal ‘ dan
penanganan konflik ‘sos:al di  wilayah
kabupaten/kota  sesual dengan  ketentuan

peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan

daerah kabupaten/kota;

dalam melaksanakan
ksud pada ayat (1),

.ﬂ!(ﬂll teknis di bidang kesatuan
litik dj wilayah kabupaten/kota
ketentuan peraturan perundang-

f elaksanaan administrasi kesekretariatan

‘ Eadan;’kantor kesatuan bangsa dan politik
kabupaten/kota; ' o

E pelak‘;anaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati.
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Paragraf 2
SEKRETARIAT

Pasal 5

(1} Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan
pelayanan  administratif di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Sekretariat Badan menyelenggarakan
fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan program dan
anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik;
b. pelaksanaan  hubungan  masyarakat dan
keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik;

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha,
rumah tangga dan aset di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

€. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan

(3) Sekretariat Badan berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan dan dipimpin oleh
seorang Sekretaris Badan.

(4) Sekretariat Badan, membawahi:
a.Sub Bagian Program dan Anggaran;
b.Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(3) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian vang  berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan
program dan anggaran, pengelolaan data dap
informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi,
serta penyusunan laporan kinerja.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksyd
dalam ayat (1) Sub Bagian Program dan Anggaran,
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan
rencana strategis Badan;

b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan
perubahan rencana, program dan anggaran
Badan;
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penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan

indikator kinerja utamE Ba:ll;t:ai -

d. penyiapan bahan ~ koor : ' Ll de e
evaluasi, pengendalian pelaksan
program dan anggaran Badn.n; '

e. penyiapan bahan koordinasi, ifunal
lnporan  pelaksanaan rencana, pr. g ;
anggaran dan akuntabilitas kinerja Badan;

f.  pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan
dan evaluasi program, kegiatan dan angaran
Badan; |

g pelaksanaan  administrasi  Sub  Bagian
Perencanaan ; dan |

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

penyusunan

Pasal 8

(1) Sub  Bagian Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan keuangan, barang milik
daerah, milik negara dan layanan pengadaan
barang/jasa pada Badan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam avat (1) Sub Bagian Keuangan
menyelenggarakan fungsi :

a. penyviapan bahan koordinasi, pengelolaan tata
laksana keuangan, akuntansi, urusan
perbendaharaan dan pelaporan keuangan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan
layanan pengadaan barang /jasa;

€. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan barang
milik daerah dan barang milik negara;

d. penyiapan  bahan koordinasi, pemantauan,
evaluasi penerimaan dan pelaporan penerimaan
pendapatan daerah;

e. penviapan bahan koordinasi, pengelolaan
perbendaharaan dan peyelesaian kerugian daerah:

f. pelaksanaan pPenyusunan laporan keuangan
Badan;

B- pelaksanaan administrasi Sub Bagian Keuangan
dan Perlengkapan : dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
atasan.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha
pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat,
protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta
pengelolaan kepegawaian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
menyelenggarakan fungsi:
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a. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan
tata usaha, kearsipan dan dokumentasi Badan;

b. penviapan bahan Imnnli:mni.;wlulmmmnn urusan
kerumatanggan dan perlengkapan Badan:

c. penyiapan bahan koordinasi,pelaksanaan analisis
pendapat umum.pemberitnan  media masa, dan
pengelolaan medin sosial:

d. penviapan  bahan koordinasi,  pelaksanaan
pengembangan  dan  peningkatan kompetensi
PCRawAi;

e. penviapan bahan koordinasi, mutasi pegawai,
analisis jabatan, anabsis kinerja organisasi,
administrasi jabatan fungsional, organisasi dan
tata laksana Badan;

f. pelaksanaan penyusunan laporan pengembangan
kompetensi pegawai dan laporan kepegawaian:

g. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Umum; dan

h.pelaksanaan fungsi Jain yang diberikan oleh
atasan,

Paragraf 3
BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN
KARAKTER BANGSA

Pasal 10

(1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter
Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di
bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara,
karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang

ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara,
karakter  bangsa, pembauran kebangsaan,
bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan

b. perumusan  kebijakan  teknis i bidang
ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara,

karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah
kabupaten;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal
ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, Karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal
ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten:

€. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, belg
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,
bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan dj
wilayah kabupaten;dan
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f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

(3) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan l{a'mktcr
Bangsa berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan dan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang.

(4) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter
Bangsa Negara membawahi :
a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
dan

b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.

(5) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung
Jawab kepada atasan.

Pasal 11

(1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
bertugas melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan program kerja, perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan di bidang ideclogi dan
wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring,

evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan
wawasan kebangsaan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, pPenyusunan rencana,
program dan anggaran bidang Ideologi dan
Wawasan Kebangsaan:

b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria di bidang ldeologi
dan Wawasan Kebangsaan:

€. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan di bidang bidang Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan;

d.penyiapan bahan koordinasi dan pemberian
bimbingan teknis dan Supervisi di bidang Ideologi
dan Wawasan Kebangsaan;

€. penylapan bahan koordinasi dan pelaksanaan
evaluasi, pelaporan dij bidang Ideologi dan
Wawasan Kebangsaan;

f. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanagn
kegiatan di bidang Ideologi
Kebangsaan:

g- pelaksanaan administrasi Sub Biadng
Wawasan Kebangsaan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
atasan.

dan Wwg wasan
Idmlﬂgl dan
oleh
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kerja Perumusan kebij
+ 8 . : ebijakan,
pelaksanaan lcebuakan, kuordinasi, Serta monitoring,

evaluasi, dan Pelaporan (i bidang bela negara

pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah
kebangsaan dan karakter bangsa,

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter
Bangsa, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana,
program dan anggaran Pelaksanaan pembinaan di
bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal
ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;

b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan
pembinaan bela negara, pembauran, bhineka
tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter
bangsa;

C. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan pelaksanaan pembinaan bela negara,
pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah
kebangsaan dan karakter bangsa;

d. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan
pembinaan bela negara, pembauran, bhineka
tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter
bangsa;

e. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan
evaluasi, pelaporan pelaksanaan pembinaan bela
negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah
kebangsaan dan karakter bangsa;,

f. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksalnaan
kegiatan bela negara, pembauran, bhineka
tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter
E:;;issi}lm adminj’suasi sub bidang'EeIa ne.gare;,
pembauran, bhineka tunggal ika, sejara
kebangsaan dan karakter.‘ bangsa; da1'1 N =
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ole

atasan.
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Lalagldl 3
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Pasal 13

(1) Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten/kota di bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, [fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai

politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala
daerah serta pemantauan situasi politik.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) Bidang Politik Dalam Negeri
menyelenggarakan fungsi:

a. penvusunan program kerja di bidang
pendidikan politik, ctika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemenintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan  umum/ pemilihan umum kepala
daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah
kabupaten;

b. penyusunan bahan perumusan Kkebijakan di
bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/ pemilihan umum kepala
daerah Serta pemantauan situasi politik di
wilayah kabupaten;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/ pemilihan umum kepala
daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah
kabupaten;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/ pemilihan umum kepala
daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah
kabupaten;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan
pelaporan di  bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas;
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum
kepala daerah serta pemantauan situasi politik d;
wilayah kabupaten; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Bidang Politik Dalam Negeri berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang,
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(4) Bidang Politik Dalam Negeri membawahj -
a. Sub Bidang Pendidikan Politik d
Demokrasi; dan
b. Sub Bidang Fasilitasi Kelemba
Perwakilan dan Partaj Politik.

an Peningkatan

gaan Pemerintahan,

(5) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dipimpin  oleh scorang Kepala

Subbidang vang berada di bawah dan bertanggung
Jawab kepada atasan

Pasal 14

(1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan
Demokrasi bertugas melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan program kerja, perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring,
evaluasi, dan pelaporan dj bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, pemilihan  umum/
pemilihan  umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik dan peningkatan demokras;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayvat (1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan
Peningkatan Demokrasi, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan
rencana, program dan anggaran  bidang
pendidikan  politik, etika budaya politik,
pemilihan  umum/ pemilihan umum kepala
daerah, pemantauan situasi  politik dan
peningkatan demcokrasi:

b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria di bidang
pendidikan  politik, etika budaya politik,
pemilihan  umum/ pemilihan umum kepala
daerah, pemantauan situasi  politik dan
peningkatan demokrasi;

C. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan di bidang bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, pemilihan umum/
pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik dan peningkatan demokrasi:

d. penyiapan bahan koordinasi dan  pemberian
bimbingan teknis dan supervisi  di bidang
pendidikan  politik, etika budaya  politik,
pemilihan umum/ pemilihan umum kepala
daerah, pemantauan situasi politik
peningkatan demokrasi;

e. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan
evaluasi, pelaporan di bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, pemilihan umum/
pemilihan umum kepala daerah, Pémantauan
situasi politik dan peningkatan demokrasi

dan
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f. pe‘lsfksanaan Penyusunan laporan pelaksanaan
keglz.itan pendidikan politik, etika budaya politik,
pemilihan umum/  pemilihan umum kepala
daerah, pPemantauan  sjtyasi politik  dan
peningkatan demokrasi:

B. pelaksanaan administrasi Sub Bidang pendidikan

politik, etika budaya politik, pemilihan umum/
pemilihan  umym kepala
situasi politik dan peningkat

h. pelaksanaan fungsi
atasan

daerah, pemantauan
an demokrasi; dan
lain  yang diberikan oleh

Pasal 15

(1) Sub Bidang Fasilitas; Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partaj Politik bertugas melaksanakan
penyiapan  bahan penyusunan  program  kerja,
perumusan  kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di

bidang fasilitasi Kelembagaan  Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) Sub Bidang Sub Bidang Fasilitasi

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partaj

Politik, menyelenggarakan fungsi:

a. penylapan bahan koordinasi, penyusunan rencana,
program  dan  anggaran bidang fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik;

b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria di bidang fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partaj
Politik;

c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan di bidang fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;

d. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik;

e. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan
evaluasi, pelaporan  di bidang fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik;

f. pelaksanaan penyusunan laporan pela%&sanaan
kegiatan fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik;

g. pelaksanaan administrasi Sub Bidang fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik; dan o

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
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Paragraf 4
BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA,
AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 16

(1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas
melaksanakan = sebagian tugas Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten dji bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat  kepercayaan serta
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi
dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan
ormas asing

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghavat kepercayaan
serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan
ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;

b. Penvusunan bahan perumusan kebijakan di
bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi
sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas
asing di wilayah kabupaten;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat Kkepercavaan
serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan
ormas dan ormas asing di wilayvah kabupaten;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budayva, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan
serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan
ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten:

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan
pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama
dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran
ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan
ormas asing di wilayah kabupaten; dan
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f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
dan Organisasi Kemasyarakatan berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

(4) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
dan Organisasi Kemasyarakatan membawabhi :
a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Agama; dan
b. Sub Bidang Organisasi Kemasyaratan;

(5) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud
pada avat (4) dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada atasan

Pasal 17

(1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Agama bertugas melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan program kerja, perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring,
evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Agama, menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana,

program dan anggaran bidang ketahanan ekonomi,
sosial, dan Dbudaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan,;

b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika  serta  fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan;

. penyiapan bahan koordinasi dan pcla.ksanaan
kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial,
dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika  serta fasilitasi kerukunan umat

beragama dan penghayat kepercayaan,
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d. Penyiapan bahan koordinasij

bimbingan  teknis dan  pemberian

dan  supervisi i '

ketahanan ekonomi, sosial, dap: l:uuc]ay:l fal:.l'ﬁ:mg'
per'n;jega.han Penyalahgunaan narkotjllm vt
fasilitasj kerukunan umat bera =
penghayat kepercayaan; s dan

€. penylapan bahan koordinasi

evaluasi, Pelaporan dj bidang ke
sosial, dan

dan pelaksanaan
el tahanan ekonomi,
udaya, fasilitasi pence
gahan
penyalahgunaan narkotika  serta fasilitas

kerukunan umat b
€ragama dan
kepercayaan; penghayat

f. pelaksanaan penyusunan
kegiatan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan
budaya, (fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika  serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan;

g. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan

h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
atasan.

laporan pelaksanaan

Pasal 18

(1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas
melaksanakan  penyiapan  bahan  penyusunan
program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Sub  Bidang  Organisasi
Kemasyarakatan, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana,
program dan anggaran bidang pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi
sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas
asing;

b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria di bidang
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi

dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas

dan ormas asing; .
penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi
sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas

asing,
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mberian

d. penyiapan bahan koordinasi ‘%ﬂ.“ di bidang
bimbingan teknis dan supervisl luasi
erdayaan ormas, bz

pendaftaran ormas, pemb
dan mediasi sengketa ormas, peng

dan ormas asing;

e. penyiapan balﬁm koordinasi dan pc!ﬂkﬂa”a::
evaluasi, pelaporan di bidang pendaftaran om; 'si
pemberdayaan ormas, evaluasi dan media
sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas

asing;

f. pelaksanaan penyusunan
kegiatan bidang pendaftaran
ormas, evaluasi dan mediasi

an ormas asing; ) _
b Bidang Organisasl

awasan ormas

laporan pelaksanaan
ormas, pemberdayaan
sengketa ormas,

pengawasan ormas d
g. pelaksanaan administrasi Su
Kemasyvarakatan; dan
h. pelaksanaan fungsi
atasan.

lain yang diberikan oleh

Paragraf 5

BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK

Pasal 19

(1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di
bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,
serta penanganan konflik di wilayah kabupaten

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang
kewaspadaan  dini, kerjasama intelijen
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing Car
Lembaga asing, kewaspadaan  perbatasan antar
negara, fasilitasi kelembagaan bidar:
kewaspadaan, serta penanganan konflik d?
wilayah kabupaten;

b. penyusunanbahan perumusan kebijakan gj
bidang kewaspadaan flini, kerjasama intelijen
pemantauan Orang asing, tenaga kerja asing da_r;
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, fasilitasi kElEmbagaan bidﬂng
kewaspadaan, serta penanganan konflik dj
wilayah kabupaten,
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C pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan
dini,  kerjnsama intelijen, pemantauan orang
aSIng, tenaga kerja asing dan lLembaga asing,
km?aspad“m‘ - perbatasan antar negara,
lasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
Penanganan konflik di wilayah kabupaten;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan
dini,  kerjnsama intelijen, pemantauan orang
asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara,
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta

penanganan konflik di wilayah kabupaten;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

di bidang kewaspadaan dini, kerjasama it_ncluen.
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan fantar
negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di
wilayah kabupaten; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan

(3) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan

Konflik berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan dan dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang.

(4) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik membawabhi :
a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama
Intelijen; dan
b. Sub Bidang Penanganan Konflik.

(5) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada atasan.

Pasal 20

(1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama
Intelijen bertugas melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan program kerja, perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring,
evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga
kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan.
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(2) Da) g

dat:: EEIHkaH|1nknn tugas sebagaimana tiérpﬁi-kz‘;i

Kerjnsar . (|} Sub Bidang Kewaspadaan Din
Nasama Intelijen, menyelenggarnkan fungsi:

& penviapan bahan  koordinasi, ~penyusunan
'efcana,  program  dan  anggaran  bidang
kewaspadaan dini, kerjnsama intelijen,
PeMantauan orang asing, tenaga kerja asing can
L““'Ihﬂgn asing, kewaspadaan perbatasan f'll""“'
negara, serta fasilitasi kelembagaan  bidang
kt‘“‘ﬂspndnnn.

b. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria di bu;i'gng
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan fmtﬂr
negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan;

C. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja
asing dan Lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, serta fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan;

d. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan;

e. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan
evaluasi, pelaporan di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,
tenaga kerja asing dan Lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, serta
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan:

f. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan bidang hubungan kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,
tenaga kerja asing dan Lembaga asing,
kewasp{u!aan perbatasan antar negara, serta
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.:

g. pelaksanaan administrasi Sub Bidang
Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
atasan.

Pasal 21

(1) Sub Bidang  Penanganan Konflik  bertugas
melaksanakan  penyiapan  bahan  penyusunan
program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan di bidang penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Sub Bidang Penanganan Konflik,

menyelen ggarakan fungst:

(2)
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a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan renCT_ll:l::-
program dan anggaran bidang penanganan konllik;

b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan nt?!'mﬂ-
standar, prosedur dan kriteria di  bidang
penanganan konflik;

c. penyiapan bahan koordinasi dan
kebijakan di bidang penanganan konflik;

d. penyiapan bahan koordinasi dan _
bimbingan teknis dan supervisi di bidang
penanganan konflik;

e. penyiapan bahan koordinasi :
evaluasi, pelaporan di bidang penanganan konflik;

f. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan bidang penanganan konflik;

8. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Penanganan
Konflik; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis Daerah

pelaksanaan

pemberian

dan pelaksanaan

Pasal 22

(1) Pada Badan dapat dibentuk UPTD.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau
teknis penunjang,

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan
nincian tugas UPTD ditetapkan dengan peraturan Bupati

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah
tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbags
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang I-(ea_h]iaﬁ
dan keterampilan

(2) Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsij
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan

perundang-u ndangan

lompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
oleh seorang tenaga fungsional senior yang
tenaga fungsional yang ada di

(3) Setiap ke
dipimpin Ol
ditunjuk ~diantara
Lingkungan Badan-

Dipindai dengan CamScanner



: i sud pada
(4) Jumlah jabatan fungsional ae!mgmul'nnm! (h'mﬂlkq]tluuf::nn
ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, K¢

dan beban kerja.

. . at
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada I:I.‘r'ng
(1) sesuni dengan peraturan perundang-undangan y

berlaku,

BADB IV
TATA KERJA

Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan wajib
menerapkan  prinsip  koordinasi, integrasi :{an
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong serta dengan
instansi lain di luar Pemerintah Daerah Kabupaten

Lebong sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan
Badan wajib mengawasi bawahannya masing-masing
dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan vang berlaku.

(3) Setiap pimpinan unit organsiasi di Lingkungan Badan
harus menerapkan sistem pengendalian intern
pemerintah di lingkungan masing-masing untuk
mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas
publik melalui penyusunan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan
Badan bertanggung  jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan
bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas
kedinasan,

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi dj Lingkungan
Badan Dbertanggung jawab kepada atasan dan
menyampaikan laporan secara berkala terhadap
pelaksanaan tugas masing-masing.

(6) Setiap pimpinan .siatu.an organisasi .di Lingkungan
Badan wajib mengikuti dan mematuhij Petunjuk dan
bertangglm&iawab kepada atasannya masing-masing
serta memberikan laporan tepat pada waktunya.

an yang diterima oleh pimpinan satuan

(7) Setiap lapor bawahan, wajib diolah dan

organisasl dsebagai bahan pertimbangan lebih lanjut
dipergunakarn mberi petunjuk kepada bawahan.

serta untuk me
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(8) Setiap atasan satuan organisasi di Lingkungan Badan

wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 25

(1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan yang

akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur,'
jelas serta tepat waktu atau sewaktu-waktu sesual
kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara
penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Dinas
diwakili oleh Sekretaris Badan, apabila Kepala Badan dan
Sekretaris Badan berhalangan dapat diwakili oleh Kepala
Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan
dan atau bidang tugasnya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari
Jjabatan struktural serta jabatan fungsional ditetapkan
sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini menjadi satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati Lebong Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lebong.

Dipindai dengan CamScanner



Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
dm"‘dﬂ_ngkﬂn‘ Agar setiap orang mengetahuinya,
Mmemerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal30 Desember 2021

% BUPATI LEBONG7P

AKPPL] ANSORI
Diundangkan di Tubei 4

pada tanggal30 Desember 2021

SEKRETARIS DA H KABUPATEN LEBONG,

s

H. MUSTARANI
BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 57
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